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ABSTRAK

Abdul Musadat. 2026. 22742342244. Implementasi Akad Musagah dalam
Pengelolaan Perkebunan Pertanian Karet Berdasarkan Perspektif Figih Muamalah
di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan
Meranti. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik kerja sama pengelolaan
perkebunan karet antara pemilik kebun dan penggarap di Desa Tanjung Sari melalui
sistem pedua (bagi hasil). Pembagian hasil dilakukan dengan sistem 3:1 dan 2:2
berdasarkan kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun.
Namun, kerja sama tersebut umumnya dilakukan secara lisan tanpa akad tertulis yang
jelas, serta dalam kondisi tertentu terdapat penetapan pembagian hasil secara sepihak
oleh penggarap. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya
dengan prinsip akad musagah dalam figih muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi
ternadap pemilik kebun, penggarap, dan pembeli karet. Data sekunder diperoleh dari
Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur
yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan
lapangan terhadap teori figih muamalah, konsep ‘urf, dan ketentuan akad musagah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem 3:1 diterapkan apabila seluruh
biaya operasional ditanggung penggarap, sedangkan sistem 2:2 diterapkan ketika
pemilik kebun turut menanggung biaya atau terlibat dalam pengelolaan. Ditinjau dari
perspektif figih muamalah, praktik tersebut pada dasarnya telah mencerminkan
konsep akad musagah karena adanya kerja sama dalam pengelolaan tanaman
produktif dengan pembagian hasil yang disepakati. Namun, implementasinya belum
sepenuhnya sesuai dengan prinsip figih muamalah karena masih terdapat
ketidakjelasan akad, tidak adanya perjanjian tertulis, kurangnya transparansi
pengelolaan hasil, ketidakjelasan jangka waktu kerja sama, serta penetapan
pembagian hasil secara sepihak yang berpotensi menimbulkan unsur gharar dan
mengurangi prinsip kerelaan (an-taradin). Oleh karena itu, praktik tersebut perlu
disempurnakan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan
kemaslahatan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Akad Musagah, Figih Muamalah, Bagi Hasil, Perkebunan
Karet, Pedua.
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ABSTRACT

Abdul Musadat. 2026. 22742342244. Implementation of the Musagah
Contract in Rubber Plantation Management from the Perspective of Figh Muamalah
(Islamic Commercial Law) in Tanjung Sari Village, Tebing Tinggi Timur District,
Kepulauan Meranti Regency. Sharia Economic Law Study Program, STAIN Sultan
Abdurrahman Riau Islands.

This research is motivated by the collaborative rubber plantation
management practices between plantation owners and cultivators in Tanjung Sari
Village, utilizing the pedua (profit-sharing) system. Profit sharing is conducted based
on 3:1 and 2:2 ratios, following long-standing local customs passed down through
generations. However, these collaborations are generally established verbally
without a clear written contract, and in certain instances, unilateral profit
distribution by the cultivator occurs. This situation raises questions regarding its
conformity with the principles of the musagah contract within figh muamalah.

This study employs empirical legal research with a qualitative approach.
Primary data were obtained through observation, interviews, and documentation
involving plantation owners, cultivators, and rubber buyers. Secondary data were
gathered from the Qur'an, Hadith, books, scientific journals, legislation, and relevant
literature. The data were analyzed using a descriptive-qualitative method, comparing
field findings against figh muamalah theories, the concept of 'urf (custom), and the
provisions of the musagah contract.

The research results indicate that the 3:1 system is applied when the
cultivator bears all operational costs, whereas the 2:2 system is applied when the
plantation owner also shares the costs or participates in management. Viewed from
the perspective of figh muamalah, the practice essentially reflects the concept of the
musagah contract, as it involves collaboration in the management of productive
crops with an agreed-upon profit-sharing arrangement. However, its implementation
does not yet fully align with the principles of figh muamalah (Islamic commercial
jurisprudence) due to ambiguities regarding the contract (aqd), the absence of
written agreements, a lack of transparency in the management of proceeds, undefined
cooperation periods, and the unilateral determination of profit-sharing
arrangements; these factors potentially introduce elements of gharar (uncertainty)
and undermine the principle of mutual consent (an-taradin). Therefore, the practice
requires refinement to better align with the Islamic legal principles of justice,
transparency, and public interest (maslahah).

Keywords: Musagah Contract, Figh Muamalah, Profit Sharing, Rubber
Plantation, Pedua.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun1987
Nomor: 0543b//U/1987
Pengalihan huruf dimaksudkan sebagai proses pengubahan dari satu sistem
abjad ke sistem abjad lainnya. Pengalihan huruf Arab-Latin dalam konteks ini
merupakan konversi karakter-karakter Arab ke dalam karakter-karakter Latin beserta
perangkat pendukungnya.
A. Konsonan
Bunyi konsonan dalam bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab
direpresentasikan dengan huruf. Dalam proses pengalihan huruf ini, sebagian
dikonversikan menjadi huruf, sebagian lainnya dikonversikan dengan simbol, dan ada
pula yang dikonversikan dengan kombinasi huruf dan simbol secara bersamaan.
Berikut ini ialah daftar karakter Arab yang dimaksud beserta konversinya ke
dalam huruf latin:
Tabel 0.1

Transliterasi Konsonan

Huruf
Nama Huruf Latin Nama
Arab

i Alif Tidak Tidak dilambangkan
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dilambangkan

- Ba B Be

& Ta T Te

& Sa $ es (dengan titik di atas)

z Jim J Je

c Ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 Zal Vi Zet (dengan titik di atas)

J Ra R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye

ua Sad $ es (dengan titik di bawah)
ua Dad d de (dengan titik di bawah)
2] Ta t te (dengan titik di bawah)
%] Za z zet (dengan titik di bawah)
£ "ain koma terbalik (di atas)

4 Gain G Ge

o Fa F Ef

3 Qaf Q Ki




d Kaf K Ka

J Lam L El

A Mim M Em

O Nun N En

3 Wau w We

Iy Ha H Ha

s Hamzah | ¢ Apostrof
7 Ya Y Ye

B. Vokal

Bunyi vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya bunyi vokal dalam bahasa
Indonesia, terbagi menjadi bunyi vokal tunggal atau monoftong dan bunyi vokal
gabungan atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Bunyi vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berupa tanda atau harakat,
konversinya adalah sebagai berikut:

Tabel 0.2

Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
: Fathah A A
. Kasrah I |




: Dammah U U

2. Vokal Rangkap
Bunyi vokal gabungan bahasa Arab yang simbolnya merupakan kombinasi
antara harakat dan huruf, konversinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:
Tabel 0.3

Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
S Fathah dan ya Ai adanu
3. Fathah dan wau | Au adanu
Contoh:
- &X  kataba
- & fa'ala
- d suila
- s kaifa
- d»  haula
C. Maddah

Bunyi panjang atau maddah yang simbolnya berupa harakat dan huruf,

konversinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
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Tabel 0.4

Transliterasi Maddah

Huruf
Huruf Arab | Nama Nama
Latin
Fathah dan alif atau
Sohn, A a dan garis di atas
ya
Se. Kasrah dan ya I i dan garis di atas
. Dammah dan wau 9] u dan garis di atas
Contoh:
S qala
- U rama
- g8 qila
- 3% yaqulu

D. Ta’ Marbutah
Pengalihan huruf untuk ta" marbutah terbagi menjadi dua kategori, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammabh,
transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati
Ta' marbutah yang tidak bervokal atau yang mendapatkan harakat sukun,

konversinya adalah 'h'.
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3. Apabila pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta pembacaan kedua kata tersebut terpisah,

maka ta' marbutah tersebut dikonversikan dengan 'h'.

Contoh:
. ik ix);  raudah al-atfal/raudahtul atfal
- b3 &b al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
- Al talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Penekanan atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah simbol, baik simbol syaddah maupun simbol tasydid, dikonversikan dengan
huruf, yaitu huruf yang identik dengan huruf yang diberi simbol syaddah tersebut.
Contoh:

- 0% nazzala
-3 al-birr
F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf Ji,
akan tetapi dalam proses pengalihan huruf ini kata sandang tersebut dibedakan
menjadi:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dikonversikan sesuai dengan

bunyinya, yaitu huruf “I” digantikan dengan huruf yang langsung mengikuti kata

sandang tersebut.
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2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah dikonversikan sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan di awal dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang

dituliskan secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan tanpa tanda

hubung.

Contoh:

dJao
Alil)
3 oy “

)f : "“

G. Hamzah

ar-rajulu
al-galamu
asy-syamsu

al-jalalu

Hamzah dikonversikan sebagai tanda apostrof. Meskipun demikian, ketentuan

ini hanya berlaku untuk hamzah yang posisinya di tengah dan di akhir kata.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam

sistem tulisan Arab berbentuk alif.

Contoh:

2 “':.
X

&

ta’khuzu
syai’un
an-nau’u

inna
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H. Penulisan Kata

Pada prinsipnya setiap kata, baik kata kerja, kata benda maupun huruf
dituliskan secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lazim digabungkan dengan kata lainnya karena terdapat huruf atau
harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut juga digabungkan dengan

kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
- GBI A gd W &) Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
- Blaa g Bisae 4 a Bismillahi majreha wa mursaha
I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
proses pengalihan huruf ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital
mengikuti kaidah yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Ketika nama diri
tersebut didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
- Galal) G db Al Alhamdu lillahi rabbi al-"alamin/
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
- el geall Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

XV



Penggunaan huruf awal kapital untuk kata Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut digabungkan
dengan kata lain sehingga terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak digunakan.

Contoh:

S EGRY Allaahu gafiirun rahim

- Bkad H3AY) Lillahi al-amru jami an/Lillahil-amru jamT an
J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan ketepatan dalam pelafalan, pedoman
pengalihan huruf ini_merupakan komponen yang tidak terpisahkan dengan IImu
Tajwid. Oleh karena itu, peresmian pedoman pengalihan huruf ini perlu disertai

dengan panduan tajwid.
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Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa’atnya di akhirat nanti. Penulis
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Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada setiap
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MOTO

“Di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan,
dan skripsi ini adalah bukti nya”.
Allah berfirman : ‘Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan’
(QS. Al-Insyirah : 6)*
“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, dan untuk memulai
hal yang baru mencoba sesuatu yang lain yang memang terkadang kita harus berani
mempertaruhkan apa yang kita punya.”

(Najwa Shihab)?

! Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Insyirah [94]: 6.

2 Najwa Shihab, unggahan kutipan motivasi pada akun Instagram resmi @najwashihab,
diakses tanggal 17 Juni 2026.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang
melimpah serta didukung oleh kondisi geografis yang sangat potensial untuk kegiatan
pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyedia
kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi salah satu penopang utama perekonomian
nasional dan sumber mata pencaharian masyarakat, khususnya yang berada di
wilayah pedesaan.? Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air,
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.* Ketentuan tersebut
menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya agraria harus diarahkan untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Sebagai negara yang memiliki basis ekonomi agraris, pengaturan mengenai
agraria dan pertanahan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan
masyarakat Indonesia. Pengaturan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang
menjadi landasan hukum dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah.

Tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial

¥ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Rencana Strategis Kementerian Pertanian
Tahun 2020-2024 (Jakarta: Kementerian Pertanian RI1, 2020), him. 1-5.

* Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal
33 ayat (3).



sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa semua hak
atas tanah mempunyai fungsi sosial.> Oleh karena itu, pemanfaatan tanah harus
memberikan manfaat bagi pemiliknya sekaligus bagi masyarakat luas.

Dalam praktik kehidupan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, tidak
semua pemilik lahan memiliki kemampuan untuk mengelola tanah atau
perkebunannya secara mandiri. Keterbatasan modal, tenaga kerja, waktu, maupun
keterampilan sering kali menjadi faktor yang menyebabkan lahan tidak dapat dikelola
secara optimal. Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai bentuk kerja sama
antara pemilik lahan dengan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk
mengelolanya. Salah satu bentuk kerja sama yang berkembang di masyarakat adalah
sistem bagi hasil yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan
penggarap.

Sistem bagi hasil dalam bidang pertanian telah memperoleh pengakuan secara
hukum melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perjanjian bagi hasil merupakan
perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap yang memberikan hak kepada
penggarap untuk mengusahakan tanah pertanian milik pemilik dengan pembagian
hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.® Kehadiran aturan tersebut menunjukkan

bahwa kerja sama bagi hasil merupakan salah satu instrumen yang penting dalam

® Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2.

® Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, Pasal 6.



menjaga produktivitas sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Selain diatur dalam hukum positif Indonesia, praktik kerja sama bagi hasil juga
mendapatkan perhatian yang besar dalam hukum Islam. Islam sebagai agama yang
mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi, memberikan
pedoman yang jelas mengenai tata cara bermuamalah yang sesuai dengan prinsip
keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Setiap bentuk kerja sama ekonomi harus
dilaksanakan berdasarkan kerelaan para pihak serta tidak mengandung unsur
kezaliman, penipuan, maupun pengambilan hak orang lain secara tidak sah.” Dasar
hukum tentang kebolehan untuk kerjasama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-
Qur’an, hadis dan [jma’. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat

29:

A
-

£, >N AUAN o ssz o 3 e
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.” ( An-Nisa ayat 26 ).?

" Muhammad Abdullah Umar, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam
Usaha Bersama", Abstract : 1, no. 1 (2022):hlm. 33-38.

® Tafsir Al-Quran Online Kementerian Agama RI, “Surat An- Nisa ayat 29”
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&t0=129, diakses pada tanggal 14 Januari
2026.



Sedangkan Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan lbnu Majjah:

Aaadly  Jal J) gl A5 s 56 6 s AT e o120 &
sl S el il A £l

Artinya: "Nabi saw. bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli
tidak secara tunai, mugaradhah (mudharabah), dan mencampur
gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, buka untuk
dijual”. (HR. Ibnu Majah 2280).°

Ayat dan Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi dan kerja sama
ekonomi harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak (an-zaradin), kejelasan
akad, serta tidak mengandung unsur ketidakadilan.

Agar terhindar dari perilaku sewenang-wenang dalam bermu’amalah, agama
mengatur dengan sebaik mungkin masalah ini termasuk kerja sama bagi hasil. Karena
dengan teraturnya mu’amalah maka kehidupan manusia menjadi terjamin dengan
sebaik-baiknya sehingga permusuhan dan dendam tidak terjadi.'°

Dalam kajian figh muamalah, terdapat beberapa bentuk kerja sama di bidang
pertanian yang dikenal dalam hukum Islam, di antaranya muzara'ah, mukhabarah,
dan musagah. Salah satu akad yang relevan dengan pengelolaan perkebunan adalah
akad musagah.!! Musagah merupakan akad kerja sama antara pemilik kebun dengan

pengelola atau penggarap untuk merawat dan memelihara tanaman hingga

M. Igbal, “Ayat-Ayat Alqur’an Dan Hadis-Hadis Tematik Tentang Uang Dan Pembiayaan”,
Aghniya Jurnal Ekonomi Islam ISSN 2656-5633 (Online) Vol. 1. Nomor.2. Juni 2019. HIm. 274.

10 Alfy Syahrin, dkk, "Akad Ujrah Wa Rahn Dalam Perspektif Figh Muamalah.”, Editor:
Elfiani, SH, M.Hum. Diterbitkan oleh: PUSTAKA EGALITER Klebengan JI. Apokat CT 8 Blok E,
No. 2A Karanggayam, Depok, Sleman, Yogyakarta Cetakan Pertama, November 2022 ISBN 978-623-
8018-82-6 vi+328 him, 15.5 x 23 cm .

' Abdurrahman al-Jaziri, Al-Figh ‘ala al-Madzahib al-Arba'ah, Jilid 111 (Beirut: Dar al-Kutub
al-'llmiyyah, 2003), him. 166-170.



menghasilkan, kemudian hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah
ditentukan sebelumnya.’® Akad ini dibolehkan dalam Islam karena mengandung
unsur tolong-menolong, kerja sama, dan pembagian manfaat yang adil antara kedua
belah pihak.

Konsep musagah menjadi sangat relevan dalam pengelolaan perkebunan yang
memerlukan perawatan berkelanjutan, termasuk pada perkebunan karet. Karet
merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan
menjadi sumber penghasilan bagi banyak masyarakat di Indonesia. Keberadaan
perkebunan karet tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah,
tetapi juga menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat yang tinggal di
wilayah pedesaan.

Salah satu daerah yang menjadikan perkebunan karet sebagai sumber mata
pencaharian utama adalah Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur,
Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagian besar masyarakat desa tersebut bekerja
sebagai petani dan pengelola kebun karet. Dalam praktiknya, pengelolaan perkebunan
karet tidak selalu dilakukan langsung oleh pemilik kebun. Banyak pemilik kebun
yang menyerahkan pengelolaan kebunnya kepada pihak lain karena berbagai alasan,
seperti keterbatasan waktu, usia, tenaga, maupun karena bekerja di luar daerah.
Kondisi tersebut kemudian melahirkan praktik kerja sama antara pemilik kebun dan

penggarap melalui sistem bagi hasil yang telah berlangsung secara turun-temurun.

12 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), him. 282.



Masyarakat Desa Tanjung Sari mengenal sistem bagi hasil tersebut dengan
istilah pedua. Sistem ini merupakan bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan
penyadap atau penggarap karet dengan pembagian hasil tertentu yang telah menjadi
kebiasaan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya ditemukan pola pembagian
hasil 3:1 maupun 2:2 yang disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan para pihak.
Praktik tersebut telah berlangsung dalam waktu yang lama dan diterima sebagai
kebiasaan (‘urf) yang hidup di tengah masyarakat.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal peneliti, praktik sistem
pedua yang berlangsung di Desa Tanjung Sari masih menyisakan beberapa persoalan
yang perlu dikaji lebih lanjut. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah tidak
adanya perjanjian tertulis antara pemilik kebun dan penggarap. Kerja sama yang
dilakukan umumnya hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan. Selain
itu, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa penentuan pembagian hasil dilakukan
secara sepihak oleh penggarap karena pemilik kebun berada di luar daerah bahkan di
luar negeri sehingga komunikasi menjadi terbatas.** Kondisi tersebut berpotensi
menimbulkan ketidakjelasan akad, ketidakseimbangan hak dan kewajiban, serta
membuka peluang terjadinya ketidakadilan bagi salah satu pihak.Apabila ditinjau dari
perspektif figh muamalah, akad musagah mensyaratkan adanya kejelasan mengenai

hak dan kewajiban para pihak, objek akad, serta pembagian hasil yang disepakati

13 Observasi Para Peneliti Penulis di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur,
Kabupaten Kepulauan Meranti, 12 Januari 2026



bersama sejak awal akad dilakukan.'* Oleh karena itu, praktik yang berkembang
dalam sistem pedua perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui apakah telah
memenuhi ketentuan akad musagah atau justru terdapat unsur-unsur yang
bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian mengenai sistem bagi hasil perkebunan karet sebenarnya telah
banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi, sebagian besar penelitian
hanya membahas mekanisme bagi hasil dari perspektif ekonomi Islam secara umum.
Masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji praktik penetapan
pembagian hasil yang dilakukan secara sepihak dalam sistem kerja sama perkebunan
karet dengan menggunakan analisis akad musagah dalam perspektif figh muamalah.
Oleh karena itu, terdapat ruang penelitian (research gap) yang perlu diisi untuk
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian praktik
tersebut dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan
guna menganalisis secara mendalam praktik kerja sama pengelolaan perkebunan karet
yang berlangsung di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten
Kepulauan Meranti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik
dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait akad
musaqgah, serta memberikan rekomendasi kepada masyarakat agar sistem bagi hasil

yang diterapkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan

4 Wahbah Az-Zuhaili, Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid \V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985),
him. 3410-3415.



keseimbangan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Akad Musagah
dalam Pengelolaan Perkebunan Pertanian Karet Berdasarkan Perspektif Figih
Muamalah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten
Kepulauan Meranti.”

B. Batasan Masalah Penelitian

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang telah
di temukan, maka penelitian ini akan _membahas dalam ruang lingkup Iplementasi
Akad Musagah dalam Pengelolaan Perkebunan Pertanian Karet Berdasarkan
Persfektif Figih Muamalah di Desa Tanjung Sari, Kec. Tebing Tinggi Timur, Kab.
Kepulauan Meranti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, terdapat

beberapa hal yang pokok masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Praktek Kerja Sama Pengelolaan Perkebunan Pertanian Karet di
Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan
Meranti.

2. Bagaimana Implementasi Akad Musagah dalam Pengelolaan Perkebunan
Pertanian Karet berdasarkan Persfektif Figih Muamalah di Desa Tanjung Sari,

Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari pokok masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian

adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

a.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis praktik kerja sama
pengelolaan perkebunan pertanian karet di Desa Tanjung Sari, Kecamatan
Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang selama ini
berjalan berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan lisan. Penelitian ini
diarahkan untuk memahami bagaimana mekanisme akad, pembagian hasil,
serta pembagian hak dan kewajiban antara pemilik kebun dan penggarap
dilaksanakan dalam praktik sehari-hari.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengetahui sejauh
mana praktik kerja sama pengelolaan perkebunan pertanian karet tersebut
telah sesuai atau justru menyimpang dari prinsip-prinsip hukum Islam,
khususnya vyang berkaitan dengan keadilan, kejelasan akad, dan

keseimbangan hak dan kewajiban dalam figh muamalah.

2. Kegunaan/Manfaat Penelitian

a.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum
ekonomi syariah, khususnya terkait praktik bagi hasil dalam sektor

perkebunan karet. Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang



kesenjangan antara konsep ideal figh muamalah dan praktik ekonomi
tradisional di masyarakat, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan
pengembangan teori yang lebih kontekstual.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat,
terutama pemilik kebun dan penggarap, untuk memahami pentingnya akad
yang jelas dan pembagian hasil yang adil dalam praktik kerja sama
pengelolaan perkebunan pertanian karet. Hasil penelitian ini dapat menjadi
pedoman sederhana bagi masyarakat dalam menerapkan kerja sama bagi
hasil yang tidak merugikan salah satu pihak dan sejalan dengan nilai-nilai
Islam.

E. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan
teori terdahulu. Tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka (literature
review) merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali
berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain
sebelumnya terkait topik yang akan Kita teliti. Kajian pustaka merupakan kajian yang
sangat penting untuk dibahas. Alasannya dalam membuat penulisan karya tulis
ilmiah, kajian pustaka tidak pernah lepas di dalamnya.’® Untuk itu, kiranya perlu
dijelaskan di bawah ini, hal-hal yang memiliki persamaan penelitian ini dengan

penelitian-penelitian yang lain. Adapun beberapa hasil penelitian yang telah

> Gea Aprilyada, Muhammad Akbar Zidan, dkk., “Peran Kajian Pustaka Dalam Penelitian
Tindakan Kelas”, Jurnal Kreativitas Mahasiswa, Vol. 1, No. 2, 2023, him. 166.
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dilakukan oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang

akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang tulis oleh Tezi Asmadia dan Yolaisa (Jurnal Hukum
Ekonomi Syari’ah, 2022), berjudul "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani

Karet Perspektif Ekonomi Islam™*®

menjelaskan bahwa sistem bagi hasil pada
petani karet dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan
penggarap dengan pembagian hasil yang telah disetujui bersama serta
dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat. Praktik tersebut dilaksanakan
tanpa perjanjian tertulis dan mengikuti harga pasar dalam penjualan hasil karet.
Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, sistem bagi hasil tersebut dinilai telah
sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba, gharar,
maupun kezaliman selama dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak.
Persamaannya terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas
praktik kerja sama pengelolaan perkebunan karet antara pemilik kebun dan
penggarap serta meninjau sistem bagi-hasil dalam perspektif ekonomi Islam.
Perbedaannya, penelitian Tezi Asmadia dan Yolaisa hanya membahas
penerapan sistem bagi hasil dari perspektif ekonomi Islam secara umum tanpa

mengkaji secara khusus jenis akad maupun penetapan bagi hasil secara sepihak.

Sementara itu, penelitian ini secara khusus menganalisis praktik penetapan bagi

1° Tezi Asmadia dan Yolaisa, berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet
Perspektif Ekonomi Islam ”, saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah|Volume 7 Nomor 1 2022.
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hasil secara sepihak berdasarkan ketentuan akad musagah ditinjau dari rukun,
syarat, dan keabsahan akad dalam perspektif figih muamalah.

Kedua, Jurnal yang di tulis oleh Putri Nuraini dan Andika Pratama (Jurnal
Rumpun Ekonomi Syariah, 2022), berjudul "Mekanisme Bagi Hasil Penggarap
Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah™'’
menjelaskan bahwa mekanisme bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan
lisan yang mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Pembagian hasil
menggunakan persentase tertentu tanpa perjanjian tertulis yang mengatur secara
rinci hak dan kewajiban para pihak. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah,
praktik tersebut telah mencerminkan prinsip kerja sama dan tolong-menolong,
namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah karena masih
terdapat ketidakjelasan jangka waktu kerja sama, pembagian tanggung jawab,
serta potensi ketidakseimbangan hak dan kewajiban.

Persamaannya terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas
praktik kerja sama pengelolaan perkebunan karet antara pemilik kebun dan
penggarap serta meninjaunya dari perspektif ekonomi syariah.

Perbedaannya, penelitian Putri Nuraini dan Andika Pratama lebih
menitikberatkan pada mekanisme bagi hasil secara umum dan kelemahan
praktik dari sisi ketidakjelasan akad tanpa mengkaji secara khusus jenis akad

yang digunakan. Sementara itu, penelitian ini memfokuskan pada praktik

Y Putri Nuraini dan Andika Pratama,| "Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet
Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah", SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 1, Juni 2022.
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penetapan bagi hasil secara sepihak dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan
akad musagah menurut figih muamalah.

Ketiga, Jurnal yang di tulis oleh Sri Ayudia Permata, Romi Adetio Setiawan,
dan Esti Alfiah (Management Studies and Entrepreneurship Journal, 2023),
berjudul “Implementasi Sistem Paroan (Bagi Hasil) Pada Perkebunan Karet

18 menjelaskan bahwa sistem paroan

Dalam Perspektif Ekonomi Islam
merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang
didasarkan pada kesepakatan serta kebiasaan yang telah berlangsung lama di
masyarakat. Pemilik lahan menyediakan kebun, sedangkan penggarap
memberikan tenaga dan keahlian dalam pengelolaan kebun karet. Praktik
tersebut umumnya dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan berlandaskan
kepercayaan. Ditinjau  dari perspektif ekonomi Islam, sistem paroan
diperbolehkan karena mengandung nilai keadilan, kerja sama, dan tolong-
menolong, namun tetap memerlukan kejelasan akad, hak dan kewajiban, serta
kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak.

Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas
praktik kerja sama pengelolaan perkebunan karet melalui sistem bagi hasil

antara pemilik lahan dan penggarap serta meninjaunya dari perspektif ekonomi

Islam.

'8 Sri Ayudia Permata, Romi Adetio Setiawan, dan Esti Alfiah, “Implementasi Sistem Paroan
(Bagi Hasil) Pada Perkebunan Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Management Studies and
Entrepreneurship Journal Vol 4(6) 2023 : 9179-919.
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Perbedaannya, penelitian Sri Ayudia Permata dkk. lebih menekankan pada

implementasi sistem paroan secara umum tanpa menyoroti praktik penetapan
sepihak dalam pembagian hasil. Sementara itu, penelitian ini secara khusus
mengkaji praktik penetapan sepihak dalam kerja sama pengelolaan perkebunan
karet dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan akad musagah menurut figih
muamalah.
Keempat, Skripsi yang di tulis oleh Sobari (2021), berjudul “Analisis Sistem
Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Kecamatan Madang Suku
1l Kabupaten Oku Timur”*® menjelaskan bahwa sistem bagi hasil dilaksanakan
berdasarkan kesepakatan lisan dan kebiasaan masyarakat setempat. Pemilik
kebun menyediakan lahan dan sarana pendukung, sedangkan penggarap
memberikan tenaga dan keahlian dalam pengelolaan kebun karet. Praktik
tersebut membantu memenuhi kebutuhan ekonomi kedua belah pihak, namun
masih ditemukan  ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban serta tidak
adanya perjanjian tertulis yang mengatur kerja sama secara rinci. Oleh karena
itu, diperlukan kejelasan akad dan kesepakatan yang lebih tegas untuk
menghindari perselisihan di kemudian hari.

Persamaannya terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas kerja

sama pengelolaan perkebunan karet melalui sistem bagi hasil yang berkembang

9 Sobari, “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Kecamatan
Madang Suku li Kabupaten (Oku Timur)” Skrispi: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.
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di masyarakat pedesaan serta menyoroti pentingnya prinsip keadilan dan
keseimbangan hak serta kewajiban.

Perbedaannya, penelitian Sobari lebih menekankan pada gambaran umum
sistem bagi hasil dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi para pihak tanpa
mengkaji secara khusus akad syariah tertentu. Sementara itu, penelitian ini
secara spesifik menganalisis praktik penetapan sepihak dalam pembagian hasil
berdasarkan ketentuan akad musagah menurut figih muamalah.

Kelima, Skripsi yang di tulis oleh Aswar Anas (2024), berjudul “Pengupahan
Dengan Praktik Bagi Hasil Perkebunan Karet Dalam Mewujudkan Keadilan

20 mengkaji praktik pengupahan

Pendapatan Perspektif Ekonomi Syariah
dengan sistem bagi hasil pada perkebunan karet sebagai upaya mewujudkan
keadilan pendapatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil
diterapkan sebagai pengganti upah tetap, sehingga penghasilan pekerja
bergantung pada hasil produksi karet yang diperoleh. Praktik tersebut dinilai
mampu menciptakan rasa keadilan dan kebersamaan antara pemilik kebun dan
pekerja. Namun, keadilan pendapatan hanya dapat terwujud apabila terdapat
kejelasan kesepakatan, transparansi dalam pembagian hasil, dan tidak adanya
penetapan sepihak yang merugikan salah satu pihak.

Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas

praktik kerja sama perkebunan karet melalui sistem bagi hasil serta

20 Skripsi Aswar Anas, "Pengupahan Dengan Praktik Bagi Hasil Perkebunan Karet Dalam
Mewujudkan Keadilan Pendapatan Perspektif Ekonomi Syariah “, Skripsi: Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar 2024.
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meninjaunya dari perspektif ekonomi syariah dengan menekankan prinsip
keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta pembagian hasil yang adil.

Perbedaannya, penelitian Aswar Anas lebih menekankan pada sistem
pengupahan berbasis bagi hasil sebagai sarana mewujudkan keadilan
pendapatan pekerja. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji
praktik penetapan sepihak dalam pembagian hasil dan menganalisisnya
berdasarkan ketentuan akad musagah menurut figih muamalah, dengan fokus
pada keabsahan akad, kejelasan kesepakatan, dan kesesuaian praktik dengan
hukum Islam.

A. Kerangka Teori

1. Fiqgih Muamalah

fikih . muamalah adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang
berhubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia berkaitan
dengan hartanya, misalnya, tanggung-menanggung, sewa-menyewa, jual
beli, gadai, Hiwalah (pemindahan) utang, ji'alah (sayembara), wadi’ah
(titipan), ariyah (pinjam-meminjam) dan lain-lain.?*

Ruang lingkup fikih muamalah terdiri atas dua bahagian, yaitu
muamalah maddiyah yang membahas tentang objek muamalah atau
bendanya atau dalam redaksi kalimat yang berbeda yaitu kaidah-kaidah dan

aturan-aturan yang telah ditentukan oleh syara’ terkait denga obyek benda,

21 Ahmad Ibrahim Bek, al-Muamalat al-Syari’yyah al-Maliyah (Kairo: Dar- al-Mishr,t.th),
him.118.
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sedangkan yang kedua adalah muamalah adabiyah® yaitu muamalah yang
terkait dengan subyek yaitu manusia, yaitu aturan yang mengaturnya dalam
sosial kemasyarakatan dalam berinteraksi dengan manusia yang lain,
misalnya bagaimana cara melakukan akad (ijab kabul), adanya kerelaan
satu sama lain, kejujuran pedagang (tidak spekulatif), penimbunanan dan
sebagainya.
2. Akad Musagah

Musagah merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam fikih
muamalah yang berkaitan dengan pengelolaan tanaman, khususnya pohon-
pohon yang sudah berbuah. Secara sederhana, musagah adalah kerja sama
antara pemilik kebun dan pengelola untuk merawat, menyirami, serta
menjaga tanaman hingga menghasilkan buah, dengan sistem pembagian
hasil sesuai kesepakatan. Definisi ini sejalan dengan literatur fikih yang
menyebutkan - bahwa musagah adalah akad dimana pemilik kebun
memberikan pohon kepada penggarap untuk dipelihara dan hasilnya dibagi
bersama menurut ketentuan yang telah disepakati. >

Segala bentuk hasil dari petani Penggarap adalah hak untuk kedua
belah Pihak yang dibagi sesuai kesepakatan. Akad Musagah tidak sama

dengan pekerja kebun Yang digaji uang dari merawat tanaman, Akan tetapi

22 Al Fikri, al-Muamalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah, Juz Il (Kairo: Musthafa al-Baby al-
Halaby,1938 H), him.3.

2% Famulia, L. Konsep musagah dalam fikih dan relevansinya dengan kerja sama ‘maro’
antarpetani kopi. (Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2020),
1(1), him.153-160. https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.818
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imbalan yang diterimanya dari hasil pengelolaan tanaman dari akad
musagah Yang ukurannya sudah pasti**
‘Urf ( Kebiasaan)

‘Urf adalah tradisi-tradisi yang telah lama dipraktikkan oleh
masyarakat baik berupa perbuatan maupun perkataan. Tradisi tersebut telah
turun-temurun dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Dengan
banyaknya tradisi yang dilakukan dan lamanya berkembang maka ‘Urf
dijadikan salah satu dalil penetapan hukum oleh fugaha.?

Menurut Qardhawi, ‘Urf merupakan suatu kebiasaan dan perilaku
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik berbentuk ucapan maupun
perbuatan yang dijadikan adat istiadat dan dilakukan secara turun-
temurun.”® Kemudian dalam bukunya al-wajiz fi ushul al-figh Abdul Karim
Zaidan menjelaskan bahwa ‘Urf merupakan perkataan atau perbuatan yang
dibuat dan dijalankan masyarakat secara terus menurus sepanjang
hidupnya.?’

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan

bahwa ‘Urf adalah suatu kebiasaan baik berupa perbuatan maupun

2% Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam Dan Magashid Syariah, (Jakarta:
Kencana, 2020), him. 81

% Suprapto, Dialektika Islam Dan Budaya Nusantara Dari Negoisasi, Adaptasi Hingga
Komodifikasi, (Jakarta: Kencana, 2020),him. 99-100.

% Achmad Zuhibin Zuhri, Islam Moderat: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Dinamika
Gerakan Islamdi Indonesia, (Lamongan: Academia Publication, 2022),him. 31.

2" Imron Rosyadi, Usul Fikih: Hukum Ekonomi Syariah, (Sukarta: Muhammadiyah University
Press, 2020), 180.
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perkataan yang dipandang baik dan dapat diterima akal serta telah lama

dikenal dan dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun.

G. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penyusunan penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Hukum

melalui pendekatatan penelitian hukum empiris. penelitian hukum merupakan
suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Proses merupakan suatu
rangkaian tindakan, atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun tujuan
dari suatu proses adalah untuk menemukan aturan hukum secara benar. Aturan
hukum merupakan norma dan kaidah hukum yang diberlakukan dalam
masyarakat. Sedangkan doktrin merupakan ajaran-ajaran yang Yyang
dikemukakan oleh para ahli atau sarjana hukum. Sehingga dengan proses
penemuan hukum akan menghasilkan argumentasi baru atau konsep baru
bahkan menghasilkan teori baru sebagai suatu preskripsi atau menyatakan yang
seharusnya dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti.?® penelitian
yang dilakukan untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan

menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk

28 Muhaimin., Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Fatia Hijriyanti, 2020), him. 20-21
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menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas
peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.

Dengan menggunakan penelitian hukum yang berfokus pada penggalian
mendalam tentang praktik kerja sama perkebunan karet dengan akad musagah
yang terjadi di lapangan, menganalisis fenomena penetapan sepihak dari sudut
pandang para pihak (petani dan pemilik lahan) secara subjektif untuk
memahami makna dan prosesnya, sesuai dengan sifat penelitian hukum
ekonomi syariah yang mengkaji praktik di masyarakat.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yaitu mengkaji
hukum yang dikonsepkan sebagai priaku nyata (actual behavior), sebagai gejala
sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan
bermasyarakat.. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga
penelitian hukum sosiologis.?

Dalam pendekatan hukum empiris ini, peneliti melakukan penelitian
langsung di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten
Kepulauan Meranti untuk memperoleh data konkret terkait praktik kerja sama
pengelolaan perkebunan pertanian karet dengan penetapan sepihak. Data
dikumpulkan melalui wawancara dengan para pemilik kebun dan penggarap
untuk memahami mekanisme penetapan bagi hasil secara sepihak, serta

pengalaman para penggarap dalam proses pembagian hasil karet. Data yang

29 Muhaimin., Metode Penelitian..., him. 80.
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diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perspektif akad musagah guna
menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan kejujuran, transparansi,
keadilan, dan larangan kezaliman dalam muamalah.
Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat langsung dalam
praktik Kerja sama Bagi hasil di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tebing Tinggi
Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu Pemilik kebun dan Penggarap. Para
penggarap menjadi subjek utama karena mereka yang menentukan pembagian
hasil tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Melalui mereka, peneliti dapat
memahami mekanisme pembagian hasil tersebut serta alasan yang
melatarbelakanginya. Sementara itu, Pemilik kebun yang menjadi subjek
pendukung yang memberikan gambaran mengenai pengalaman, tanggapan, dan
penilaian mereka terhadap praktik pembagian hasil tanpa ada kesepakatan yang
jelas terlebih dahulu. Keduanya diperlukan untuk mengkaji sejauh mana praktik
jual beli karet antar toke tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Akad
Muzara’ah sebagaimana menjadi fokus dalam penelitian ini.
Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode yang

diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar peneliti dalam mencari data
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dibutuhkan. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai

berikut:*

a. Observasi
Observasi adalah teknik penelitian yang melibatkan pengamatan, baik
secara langsung maupun tidak langsung, terhadap objek yang diteliti.
Instrumen yang dapat digunakan dalam proses ini meliputi lembar
pengamatan dan panduan pengamatan. Dari hasil observasi, sejumlah
informasi dapat diperoleh, antara lain: ruang atau tempat, pelaku, kegiatan,
objek, tindakan, kejadian, waktu, dan perasaan. Melalui observasi, peneliti
dapat memberikan gambaran yang realistis mengenai pelaku atau peristiwa
yang terjadi, menjawab berbagai pertanyaan, serta membantu dalam
memahami perilaku manusia. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai alat
evaluasi yang efektif.**
penelitian ini langsung dilakukan di Desa Tanjung Sari dan para pemilik
perkebunan dan penggarap dalam mencari data dan memahami bagaimana
sistem bagi hasil yang di tetapkan di Desa Tanjung Sari.

b. Wawancara
Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan

sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai.

% Taufik Firmanto, Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan llmiah
Bidang Hukum, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), him. 23.

31 M. Syahran Jailani, "Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan
pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif”, IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2 (2023),
him. 4., DOI: https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57.
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Wawancara digunakan untuk pengumpulan data apabila peneliti akan
melakukan studi penelitian yang ingin diteliti, serta apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondennya
kecil/sedikit.*
Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara terstruktur.
Dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah mengetahui dengan
pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Maka dari itu, pengumpul
data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan
tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang
digunakan untuk menelusuri informasi historis. Sebagian besar data yang
tersedia dalam bentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, arsip,
dan berbagai dokumen lainnya. *
Dalam  penelitian - ini, metode  dokumentasi digunakan untuk
mengumpulkan data yang berkaitan dengan praktek kerja sama pengelolaan
perkebunan pertanian karet dengan penetapan sepihak di Desa Tanjung
Sari Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dokumen
yang ditelaah meliputi surat kepemilikan tanah dari pemilik kebun, bukti

penjualan hasil karet dari penggarap, serta dokumen lain yang relevan

%2 sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
2014), him. 138
%3 |smail Suardi Wekke, dkk., Metode Penelitian Ekonomi....., him. 68.
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dengan mekanisme kerja sama pengelolaan perkebunan pertanian karet
dengan penetapan sepuhak. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan berbagai
literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan yang berkaitan dengan
etika bisnis Islam, sebagai landasan untuk menganalisis kesesuaian praktik
kerja sama tersebut dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi
dalam tinjauan akad muzara’ah.
5. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif,
yaitu metode analisis yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap
fenomena yang terjadi berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara,
observasi, dan dokumentasi di lapangan.** Analisis deskriptif kualitatif
digunakan untuk menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis data yang
berkaitan dengan praktek Kerja Sama atau bagi hasil Pengelolaan Perkebunan
Pertanian Karet Dengan Penetapan Sepihak di Desa Tanjung Sari Kecamatan
Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Analisis ini kemudian
dihubungkan dengan prinsip-prinsip Akad Muzara’ah, khususnya yang
berkaitan dengan nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam
bermuamalah. Pendekatan ini tidak menggunakan metode statistik atau
perhitungan numerik, melainkan berfokus pada pemahaman makna dan nilai-

nilai  yang terkandung  dalam  praktik  jual  beli  tersebut.

% Marinu Waruwu, "Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran
di bidang pendidikan", Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, Vol. 5, No. 2 (April, 2024),
him. 210., DOI: https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236.

24



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah. Figh Islam Syarah Bulughul Maram. Jakarta: Darul
Hag, 2013.

Al-Jaziri, Abdurrahman. Figh Empat Mazhab Bagian Muamalah. Terj. Chatibul
Umam dkk. Jilid IV. Semarang: As-Syifa, 1994.

Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu. Juz V. Damaskus: Dar al-Fikr,
1985.

Efendi, Satria. Ushul Figh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Fikri, Ali. Al-Muamalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah. Juz Il. Kairo: Musthafa al-
Baby al-Halaby, 1938.

Firmanto, Taufik. Metodologi Penelitian Hukum. Jambi: PT Sonpedia Publishing
Indonesia, 2024.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron A. Mas'adi, dan M. Faisal. Figh Muamalah.
Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun. Figh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Madani. Figih Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2012.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasution, Rahmat Hidayat. Filsafat Hukum Islam dan Magashid Syariah. Jakarta:
Kencana, 2020.

Rosyadi, Imron. Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah. Surakarta: Muhammadiyah
University Press, 2020.

Sabiq, Sayyid. Figh Sunnah. Bandung: PT Al-Ma‘arif, 1987.
Suhendi, Hendi. Figih Muamalah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta,
2014.

Suprapto. Dialektika Islam dan Budaya Nusantara. Jakarta: Kencana, 2020.

87



Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Figh. Bogor: Kencana, 2003.
Syafe'i, Rachmat. Figih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan
Riau. Bintan: P2M Bening Pustaka, 2022.

Wekke, Ismail Suardi dkk. Metode Penelitian Ekonomi. Yogyakarta: Gawe Buku,
2019.

Zuhri, Achmad Zuhibin. I1slam Moderat. Lamongan: Academia Publication, 2022.

Kitab Hadis dan Kitab Klasik :

Al-Asqgalani, Ibnu Hajar. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-
Ma'rifah, t.t.

Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. Shahih Muslim. Beirut: Dar lhya' al-Turats al-
'Arabi.

Bek, Ahmad Ibrahim. Al-Muamalat al-Syari‘yyah al-Maliyah. Kairo: Dar al-Mishr.
Sabig, Sayyid. Figh al-Sunnah. Juz I1l. Kairo: Dar al-Fath, t.t.

Jurnal llmiah :

Asmadia, Tezi, dan Yolaisa.. “Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Petani Karet
Perspektif Ekonomi Islam.” Sagifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7,
No. 1" 2022.
https://journals.fasya.uinib.org/index.php/saqgifah/article/download/391/212

Famulia, L. “Konsep Musaqah dalam Fikih dan Relevansinya dengan Kerja Sama
Maro Antarpetani Kopi.” Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan
Pengabdian  kepada  Masyarakat, Vol. 1, No. 1, 2020.
https://jurnal.saburai.id/index.php/PSN/article/viewFile/818/630

Gea Aprilyada, Muhammad Akbar Zidan, dkk. “Peran Kajian Pustaka dalam
Penelitian Tindakan Kelas.” Jurnal Kreativitas Mahasiswa 1, no. 2 (2023):
166-172.

Igbal, M. “Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Tematik Tentang Uang dan
Pembiayaan.” Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2, 20109.
https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3223

88



Nuraini, Putri dan Andika Pratama. “Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet
dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah.” SYARIKAT: Jurnal
Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1, 2022.
https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9378

Permata, Sri Ayudia, Romi Adetio Setiawan, dan Esti Alfiah. “Implementasi Sistem
Paroan (Bagi Hasil) pada Perkebunan Karet dalam Perspektif Ekonomi
Islam.” Management Studies and Entrepreneurship Journal, Vol. 4, No. 6,
2023. https://doi.org/10.37385/msej.v4i6.3699

Umar, Muhammad Abdullah. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil
Dalam Usaha Bersama.” Vol. 1, No. 1, 2022.
https://doi.org/10.70371/jseht.v1i1.37

Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan
dan Peran di Bidang Pendidikan.” Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi
Pendidikan, Vol. 5, No. 2, 2024. https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236

Zidan, Muhammad Akbar, dkk. “Peran Kajian Pustaka dalam Penelitian Tindakan
Kelas.” Jurnal Kreativitas Mahasiswa, Vol. 1, No. 2, 2023. https://riset-
iaid.net/index.php/jpm/article/view/1449

Skripsi :

Anas, Aswar. Pengupahan dengan Praktik Bagi Hasil Perkebunan Karet dalam
Mewujudkan Keadilan Pendapatan Perspektif Ekonomi Syariah. Skripsi.
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024.

Sobari. Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di
Kecamatan Madang Suku Il Kabupaten OKU Timur. Skripsi. Universitas
Muhammadiyah Palembang, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan :
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi
Hasil.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.

89



Website / Internet :

Shihab, Najwa. "Hidup yang Tidak Dipertaruhkan Tidak Akan Pernah
Dimenangkan."” Instagram @najwashihab. Diakses 17 Juni 2026.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Insyirah [94]: 6.

Kementerian Agama RI, “Tafsir Al-Quran Online: Surat An-Nisa ayat
29”https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&t0=129,
diakses pada tanggal 19 April 2026.

Kementerian Agama RI, “Tafsir Al-Quran Online: Surat Al- Bagarah ayat
275”https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&t0=129,
diakses pada tanggal 19 April 2026

Kementerian Agama RI, “Tafsir Al-Qur“an Online: Surat Al-Araf ayat
199”https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&t0=129,
diakses pada tanggal 21 April 2026.

Kementerian Agama RI, “Tafsir Al-Qur“an Online: Surat Al-Bagarah ayat
282”https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&t0=129,
diakses pada tanggal 8Juni 2026.

Kementerian Agama RI, “Tafsir Al-Qur*an Online: Surat Al-Maidah ayat
2”https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&t0=129,
diakses pada tanggal 8 Juni 2026

Urun RI: Figih Muamalah Konsep dan Implementasinya. Diakses 21 Januari 2025.
https://urun-ri.id/infoupdate/Figih-Muamalah-Konsep-
danIimplimentasinya/OpEDIwrZ_a?utm_source=chatgpt.com

90



